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ABSTRACT

The Judicial Commission (KY) is the only state institution stipulated in the
1945 Constitution precisely in Article 24B of the 1945 Constitution. Where KY is
an external supervisor who is in charge and has preventive authority. One of the
amendments to the 1945 Constitution is the creation of an accountable system of
administering judicial power with the establishment of a new institution called
KY. This commission is certainly a part of efforts to improve judicial institutions
which are always expected to maintain independence and accountability in
upholding law and justice in Indonesia. in order to realize these noble ideals while
at the same time supporting the validity of KY institutions, the enactment of Law
No. 22 Year 2004 which is now Law No. 18 of 2011 concerning the Judicial
Commission. The presence of KY has not been able to immediately solve the
existing problems, especially in the supervision of the Chief Justice, nowadays the
institution of the implementation of judicial power which is owned by Indonesia
with all of its authorities has not been able to carry out the task to the fullest.
There is a problem that is the public report that supports supervision by the
Judicial Commission is not effective with a KY recommendation that was not
followed up by the Supreme Court and certainly also hindered KY's authority in
the field of supervision after the Constitutional Court's decision. No. 005 / PUU-
IV / 2006. By looking at the problem above, the constituents are interested in
examining how the ideal KY authority is in supervising the Chief Justice.

In examining the above problems, the author uses normative research
methods, which are descriptive-analytic. Namely by describing the main problems
that arise in the authority possessed by KY whether or not it has been in
accordance with the 1945 Constitution or not and regarding the supervision of the
Judicial Commission has been Ideal or not.

Through the results of the analysis found, namely the authority that is in
the KY institution is very important to maintain the legal order in the State of
Indonesia to be good. Indeed, the supervision carried out by KY caused confusion
in resolving existing cases. Because what we know is that MA also intervened in
resolving existing cases. Similarly, in terms of differences in case elements, the
problems that accur in the field are the lack of clarity regarding violations of the
Code of Ethics and judicial techniques, which creates a difference in interpretation
between the MA and KY. In addition there are problems such as the lack of
human resources in the KY itself, so that cases that should have been resolved
cannot be resolved due to lack of these, this'is also equivalent to the lack of 3
aspects namely Constitutional aspects, Functional Aspects and Financial Aspects
in KY institutions in Indonesia. regarding the problems described, it can certainly
lead to a legal vacuum in the State of Indonesia in judging the troubled Supreme
Judge.

Keywords: Judicial Commission, Authority, Supervision



ABSTRAK

Komisi Yudisial (KY) merupakan satu-satunya lembaga negara yang
diatur dalam UUD 1945 tepatnya dalam Pasal 24B UUD 1945. Dimana KY
sebagai pengawas Eksternal yang bertugas dan berwenang secara preventif. Salah
satu diamandemennya UUD 1945 yakni terciptanya sistem penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman yang akuntabel dengan berdirinya lembaga baru yang
bernama KY. Komisi ini tentu menjadi bagian dari upaya memperbaiki institusi
peradilan yang senantiasa diharapkan terjaga kemandirian dan akuntabilitasnya
dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. untuk mewujudkan cita-cita
luhur tersebut sekaligus mendukung keabsahan adanya lembaga KY maka
diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2004 yang sekarang menjadi UU No 18
Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Hadirnya KY belum serta merta dapat
menyelesaikan masalah yang ada khususnya dalam pengawasan Hakim Agung,
dewasa ini lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dimiliki Indonesia
dengan semua kewenangannya ternyata belum bisa melaksanakan tugas dengan
maksimal. Adapaun masalah yang hadir yakni laporan masyarakat yang
menganggap pengawasan oleh KY tidak efektif dengan adanaya rekomendasi KY
yang tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung (MA) dan tentu juga terhalang
kewenangan KY dalam bidang pengawasan pasca munculnya keputusan MK. No.
005/PUU-IV/2006. Dengan melihat masalah diatas maka penyusun tertarik untuk
meneliti bagaimana kewenangan KY yang ideal dalam mengawasi Hakim Agung.

Dalam meneliti persoalan diatas maka penulis menggunakan metode
penelitian library reseach, yang bersifat deskriptif-analitik yakni dengan
mendeskripsikan pokok-pokok permasalahan yang muncul pada kewenangan
yang dimiliki KY apakah telah sesuai dengan UUD 1945 atau belum dan
mengenai pengawasan Komisi Yudisial sudah Ideal atau belum.

Melalui hasil analisa yang didapat, yaitu kewenangan yang ada dalam
lembaga KY sangatlah penting untuk menjaga tatanan hukum di Negara Indonesia
ini menjadi baik. Memang dalam pengawasan yang dilakukan olen KY
menimbulkan kebingungan dalam menyelesaikan kasus yang ada. Karena yang
kita ketahui MA ‘juga turut ikut campur: dalam menyelesaikan kasus yang ada.
Sama hal.juga dalam hal perbedaan unsur kasus, masalah yang terjadi di lapangan
yakni adanya ketidakjelasan mengenai pelanggaran Kode Etik dan teknis yudisial
sehingga” menimbulkan perbedaan penafsiran antara MAdan KY sehingga
terjadinya ketidakpastian hukum pada lembaga KY' ketika menyelesaikan kasus
mengenai pengawasan hakim yang berhubungan dengan Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim (KEPPH)

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Kewenangan, Pengawasan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 memaparkan bahwa negara Indonesia adalah
negara hukum® yang dimaksud ialah hampir semua sistem yang ada didalamnya
dijalankan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dituangkan
dalam peraturan-peraturan yang ada yaitu seperti peraturan tidak tertulis
(kebiasaan masyarakat) maupun peraturan bersifat tertulis (UUD). Sebagai negara
hukum, negara Indonesia harus mempunyai kejelasan mengenai hukum maka
dibutuhkan lembaga yang khusus untuk mengurusi segala hal dibidang hukum,
bertangungjawab atas hukum yang dibuat serta ikut mengawasi terlaksananya
hukum tersebut. Hukum bukan hanya sekedar berisi pasal-pasal yang bersifat
imperatif atau keharusan yang bersifay das sollen, lebih dari itu hukum harus
dipandang subsistem yang dalam kenyataannya atau das sein dapat ditentukan
oleh  politik, baik = dalam: rperumusan: 'pasal-pasalnya  maupun dalam

implementasinya dan penegakkannya.

Pengawasan terhadap hakim-merupakan ciri dari negara hukum itu sendiri,
dan hal ini merupakan fungsi dari lemabaga Komisi Yudisial yang dijamin oleh
Undang-Undang. Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga pembantu atau
disebut dengan Auxilary State’s Organ yang masuk dalam rumpun kekuasaan

kehakiman yang diatur dalam Pasal 24B Undang —-Undang Dasar 1945 dan

! Undang-Undang Dasar Tahun 1945



memiliki payung hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2011 atas perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi

Yudisial.

Pembagian tugas lembaga di Indonesia bisa dilihat dari adanya Kekuasaan
kehakiman itu yang dilaksanakan oleh lembaga tinggi yakni Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi, selain itu untuk memperluas konstitusi, maka dibentuk
lembaga bantu negara yaitu Komisi Yudisial. Dalam pasal 40 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa
Komisi  Yudisial (KY) merupakan pengawas eksternal yang melakukan
pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim (KEPPH). Maka untuk itu apabila adanya pengawas eksternal
tentu adapula pengawas dalam bidang internal, yang berperan dalam bidang
tersebut yakni Mahkamah Agung dengan badan pengawasaanya untuk mengawasi
hakim. Oleh karena itu Mahakamah Agung sebagai Peradilan Tinggi Negara dari
badan-badan peradilan yang berada dibawahnya melakukn kerjasama antara
Komisi Yudisial dan Mahkamah™ Agung itu  sendiri dalam melaksanakan
pengawasan baik itu eksternal yang masuk ‘dalam bidang Komisi Yudisial dan

pengawasan internal dalam bidang Mahkamah Agung.

Salah satu aspek dari tugas Komisi Yudisial yakni sebagai pengawas,
mengawasi para hakim itu sangatlah penting agar terciptanya cheks and balances
dalam struktur kelembagaan karena yang kita sadari hakim merupakan alat vital
suatu bangsa yang dimana ia berhak dalam memutus suatu masalah dan dapat

menciptakan keadilan di suatu negara maka dari itu perlu adanya badan yang



mengawasi hakim ketika melaksanakan tugasnya agar tercipta peradilan yang
bersih dan adil. Akan tetapi adanya Komisi Yudisial di negeri ini menjadikan
Komisi Yudisial tidak dapat menjalannkan amanat yang seharusnya, dalam
mengawasi perilaku hakim yang menyimpang Komisi Yudisial dapat bekerjasama
dengan Mahkamah Agung dalam pemutusan putusan atas sanksi yang diusulkan
Komisi Yudisial hal ini terdapat dalam Pasal 22D ayat (1) yakni dalam hal dugaan
pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim dinyatakan terbukti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a , Komisi Yudisial mengusulkan
penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada
Mahkamah Agung, akan tetapi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan aturan
yang ada, bisa dilihat dari beberapa kasus mengenai hakim yang melanggar
perilaku kode etik ini terjadi di negara Indonesia seperti kasus Hakim Sarphin
dikarenakan putusannya yang menggugurkan tersangka Budi Gunawan hal ini
menimbulkan laporan kepada KY atas kasus tersebut dan reaksi dari Hakim
Sarphin menolak untuk diperiksa oleh komisi Yudisial. Lalu, Komisi Yudisial
merekomendasi sanksi nonpalu selama 6 bulan, akan tetapi Mahkamah Agung
yang berhak atas pemberian putusan tersebut menolak dengan alasan bukan

masuk dalam kewenangan Komisi Yudisial.

Masalah lain muncul ketika Komisi Yudisial sangat sulit dalam
mengahadirkan hakim yang bersangkutan untuk diperiksa, terdapat sederet nama
hakim termasuk hakim agung yang sengaja tidak bersedia datang atau justru
diperintahkan tidak hadir oleh pimpinan Mahkmah Agung. Contoh kasus yang

terjadi pada pimpinan Mahkamah Agung yang pada waktu itu dipimpin oleh



Bagir Manan yang memberikan contoh ‘pembangkangan’ atas panggilan
pemerikasaan oleh Komisi Yudisial terkait kasus suap yang dilakukan oleh 5 staff
Mahkamah Agung dengan pengacara Provosutedjo, diketahui terkait dengan
pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
yang berkaitan dengan hakim agung, Mahkamah Agung kerap kurang bersifat

koperatif’.

Kasus lainnya juga terjadi pada sederet hakim yang dapa dilihat pada
laporan yang masuk dari masyarakat kepada Komisi Yudisial terkait
permasalahan hakim untuk diawasi karena melakukan pelanggaran dalam
berjalannya sidang. Bisa dilihat laporan yang masuk dari tahun 2005- april 2015
mencapai 1068 hakim yang bermasalah, akan tetapi dari jumlah yang sebanyak itu
hakim yang diperiksa dan diiberikan rekomenadasi sanksi oleh Komisi Yudisial
kepada Mahkamah Agung hanya 389 hakim®, akan tetapi dari jumlah tersebut
tidak semua rekomendasi sanksi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung alasannya
karena menurut Mahkamah Agung ada beberapa kasus yang bukan masuk dalam

kewenangan Komisi Yudisial.

Dari adanya kasus-kasus diatas tentu menimbulkan permasalah dilingkup
kelembagaan, Komisi Yudisial sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam
megawasi hakim seperti tidak mempunyai kekuatan. Padahal jika ditelisik
megenai kewenangan dalam pemberian sanksi kepada hakim sudah diatur dengan

tegas dan jelas dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 pada Pasal 22E dan 2

? Kompas, 7 Oktober 2005, Uang 500.000 Dollars AS diplot Buat Bagir Manan; Komisi
Yudisial: Ketua Mahkamah Agung Harus Diproteksi.

% Inggrid Namirazswara dan Zara Zesty, Kiprah 10 Tahun Komisi Yudisial Menjaga Etik
Dalam Peradilan Bersih, Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2015, him. 95.



peraturan bersama No. 04/PB/MA/IX/2012- 04/PB/P.KY/09/2012. Yang
bertujuan untuk mencari solusi atas perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial
dan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi. Akan tetapi fakta yang terjadi
dilapangan tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan bersama tersebut.

Sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam pengawasan hakim.

Lahirnya Komisi Yudisial merupakan suatu jawaban untuk masyarakat
dalam memperbaiki sistem peradilan Indonesia sekaligus berbagai masalah
internal pengadilan. Hadirnya Komisi Yudisial diharapkan dapat memperbaiki
kinerja peradilan Indonesia dan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman
yang mandiri guna menegakkan hukum dan keadilan. Akan tetapi sejauh ini apa
yang dicita-citakan tidak sejalan dengan amanat undang-undang sehingga
menjadikan peran dan kehadiran Komisi Yudisial biasa-biasa saja dalam struktur

kelembagaan.

Berangkat dari latar belakang yang saya paparkan di atas, maka penyusun
bermaksud untuk mengkaji tentang persoalan yang ada pada lembaga negara
terkhususnya Lembaga dalam Bidang yudikatif yaitu Komisi yudisial dengan
mengambil judul yaitu “Problematika Kewenangan Komisi Yudisial Dalam

Pengawasan Hakim Agung Di Indonesia”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahn di atas, penyusun merumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kewenangan Komisi Yudisial dalam
pengawasan hakim ?
2. Bagaimana bentuk pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial yang

Ideal ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Suatu karya yang dibuat harus memiliki kebermanafaatan kepada banyak
orang. Begitupun dengan tugas akhir ini yang merupakan karya keilmuan yang

berfokus dibidang llmu Hukum. yaitu:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk memberikan penjelasan mengenai ilmu hukum dalam
bidang ketatanegaraan- lebih khususnya mengenai kelembagaan
tinggi negara yang ada di Indonesia yang berdasarkan UUD
1945.

b. Untuk mengetahui suatu permasalahan yang terjadi dalam sistem
kepangawasan yang merupakan suatu kewenangan dari salah satu
lembaga negera yakni yang dimaksud ialah lembaga Komisi

Yudisial.



2. Kegunaan Penelitian
a. Guna menjadikan suatu karya yang bermanfaat dan dapat
memberikan kejelasan lebih jelas mengenai struktur dan
kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara di Indonesia terutama
mengenai lembaga Komisi Yudisial.

b. Guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat indonesia
yang selama ini merasa resah dengan hukum-hukum yang ada
atau bisa katakan terjadinya kekosongan hukum ditingkat
kelembagaan Negara.

c. Guna untuk memenuhi syarat dari tugas akhir dalam memperoleh

gelar Strata Satu (S1)

D. Telaah Pustaka

Di zaman sekarang ini sudah banyak civitas akdemika terkhususnya yang
mengambil 'kosentrasi di bidang llmu Hukum yang meneliti mengenai sistem
Kekuasaan Kehakiman di Indonesia baik hasilnya berupa tugas akhir ataupun
berbentuk Buku, hal tersebut bisa dlihat skrisi oleh saudara Abdul Maknum* yang
membahas mengenai konsep konsolidasi lembaga yudikatif, tentang bagaimana
relasi ketiga lembaga yudikatif tersebut berjalan selama ini dilihat dari struktur

dan kedudukannya menurut UUD 1945, dan dalam hal apa saja ketiga lembaga

* Abdul Maknu, “Konsolidasi Lembaga Yudikatif (Studi Atas Dinamika Relasi
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Dan Komisi Yudisial),” Skripsi llmu Hukum, Fakultas
Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijga Yogyakarta, 2014.



yudikatif tersebut bekerja sama. Tentu karya tersebut dapat membantu menambah
rujukan tapi hal yang dibahas sangat umum yakni menyangkut kewenangan dari

ketiga lembaga yudikatif.

Selanjutnya, skripsi hasil penelitian dari saudari Istiana® yang membahas
tentang kewenangan lembaga-lembaga yang dibawah kekuasaan kehakiman yang
tinjau dari kewenangan limatatif dan non-limitatif yang dilaksanakan oleh
lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisal, tulisan
ini tentu sangat membantu penulis sebagai rujukan namun dalam karya tersebut
menceritakan mengenai kewenangan oleh tiga lembaga tidak mengangkat

permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan antara lembaga.

Jadi setelah dilakukan perbandingan antara karya diatas karya dengan
tulisan yang penulis buat terdapat perbedaan, apabila karya diatas menuliskan
kewenangan secara menyeluruh yang dilakukan ketiga lembaga yudikatif dibawah
kekuasaan kehakiman, maka penulis membuat karya yang membahas mengenai
kewenangan lembaga Komisi Yudisial yang termasuk lembaga dari salah satu
yang ada dibawah kekuasaan kehakiman, serta permasalahan yang terjadi dalam
pelaksanaan kewenangannya yang dimaksud “disini dalam melaksanakan

kewenangan pengawasan terhadap hakim di Indonesia oleh Komisi Yudisial.

® Isti’ana, Kewenangan Limatatif Dan Non Limitatif Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, Komisi Yudisial Dalam sistem Kekuasaan Kehakiman,Skripsi lImu Hukum, Fakultas
Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kaljiga Yogyakarta, 2015.



E. Kerangka Teoritik
1. Konsep Negara Hukum

Suatu Negara dinilai dari baik buruknya yaitu dilihat dari sistem hukum
yang ada didalam negara tersebut. Baik itu mencakup peraturan yang ada ataupun
pelaksana dari peraturan itu sendiri (pemerintah/lembaga). Konsep dari negara
hukum itu sendiri mendiskripsikan bahwasannya suatu negara hukum wajib
menuntut agar penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dalam sistem
kenegaraan dapat berjalan dengan sebaik mungkin yang didasarkan pada
peraturan per undangan-undangan yang ada dan yang paling utama dapat memberi

jaminan untuk terpenuhinya hak-hak dasar rakyat.

Dalam memahami konsep negara hukum Indonesia, pembahasan tidak
terlepas dari konsep atau pemikiran negara hukum yang telah berkembang
sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia. konsep negara hukum pada
dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam- tiga konsep, -yakni' konsep rechtsstaat
yang berkembangan di negara-negara Eropa Kontinental, konsep rule of law yang
berkembang dan diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon dan Socialist Legality
yang berkembang dan diterapkan di negara-negara Komunis.® Berbagai konsep
negara hukum tersebut sampai saat ini tetap memiliki pengaruh yang cukup besar
dalam tatanan hukum pada masing-masing kawasan dan saling mempengaruhi

antara satu sistem hukum dengan yang lainnya, terutama pada negara-negara

® Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta: Erlangga, 1980, him. 11.
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berkembang atau baru merdeka pasca perang dunia kedua, tak terkecuali
Indonesia. dalam kamus bahasa indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai
negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.” Lebih lanjut
dijelaskan bahwa negara hukum terdiri dari negara hukum formal dan negara
hukum materil. Negara hukum formal adalah negara yang segala tindakannya
didasarkan hanya atas hukum tertulis, yang secara formal tercantum dalam
peraturan perundang-undangan. Sedangkan negara hukum materil adalah negara
yang tidak hanya mendasarkan segala tindakannya pada peraturan perundang-

undangan, tetapi juga menyelenggarakan umum.®

Menurut F.R Bothink, yang ditulis dalam buku HR Ridwan® Negara
hukum adalah negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi
oleh hukum. Hal ini agar tidak terjadinya suatu kesewenang-wenangan dalam
berkuasa hal ini dapat diwujudkan dengan cara hakim dan pemerintah memiliki
keterikatan terhadap Undang-Undang dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh

pembuat Undang-undang.

Negara hukum oleh Oemar Seno Adji diartikan sebagai suatu negara yang
memandang prinsip legalitas sebagai karakteristik yang enensial, bertindak
melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Sebagai suatu konsep yang
tumbuh dan berkembang di daratan Eropa Barat (Kontinental) dilatarbelakangi

oleh suasana kehidupan bernengara berdasarkan atas permusatan kekuasaan sudah

” Pusat pembinaa dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi
Kedua, Cet. Kedelapan, (Jakarta: Balai Pusstaka, 1966), him. 685.
8 -
Ibid..
’ F.R Bothink dalam buku Ridwan HR, yang berjudul Hukum Administrasi Negara,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, him 18-19.
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tidak populer lagi, sehingga montesgieu mengintroduksikan ide trias politica
dibidang ketatanegraan, sedangkan Immanuel Kant mulai menggali ide negara

hukum yang sudah dikenal sejak zaman Plato dengan istila nomoi.*°

Di Indonesia sendiri negara hukum merupakan konsep negara yang
diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan UUD 1945
yang semula urusan negara hukum tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD
1945, tetapi dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945. Walaupun penegasan negara
hukum Indonesia, yakni negara yang berdasar atas hukum diletakan pada
penjelasan UUD 1945, tidak mengurangi makna paham negara hukum karena
penjelasan merupakan bagian integral dari suatu undang-undang. Namun
demikian, setelah perubahan UUD 1945, pengaturan prinsip Negara hukum
dituangkan dengan jelas dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan,
“Negara indonesia adalah Negara hukum”.Untuk memahami penegasan negara
hukum dalam UUD 1945, tidak terlapas dari pokok pikiran dan dasar filosofi yang
diperjuangkan oleh bangsa Indonesia yang dalam hal ini dapat ditelusuri isi
pembukaan “UUD 1945 “pada 'alinea keempat yang  menyatakan, “ Negara
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah ‘darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial.

19 padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Cet Kedua, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1986), him. 7
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Indonesia yang disebut sebagai Negara Hukum sudah tertuang dalam Pasal
1 ayat (3) UUD 1945 maka untuk terealisasikan pasal tersebut yaitu salah satunya
dengan dibetuknya suatu kelembagaan yang berfokus dalam penataan hukum
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sudah direalisasikan dalam
Pasal 24 UUD 1945 vyaitu mengenai lembaga kekuasaan kehakiman yang
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara
berdasar atas hukum (renchtsstaat). Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun diartikan
sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain
sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan
dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Jika dihubungkan dengan negara, Ibnu
Khaldun lebih lanjut menjelaskan bahwa kekuasaan negara merupakan sesuatu
yang alami bagi manusia karena manudia tidak mungkin hidup dan ada tanpa
berkumpul dan bekerja sama untuk menghasilkan makanan pokok dan kebutuhan
primer mereka. hal itu berarti kekuasaan negara, dimaksudkan untuk melakukan
berbagai- perbuatan “bagi kepentingan * hidup- bersama dalam satu komunitas
negara.”" Adapun penjelasan mengenai kekuasaan yang mengarah pada aspek
hukum dijelaskan oleh Aristoteles*? yang mengartikan bahwa kekuasaan harus
bersumber dari hukum dan kerena itu, hukum sebagai sumber kekuasaan bukan

hanya kedaulatan dan kewibawaan yang tertinggi, melainkan juga harus menjadi

Ybnu Khaldun, dalam A Rahman Zainudin, Kekuasaan Kehakiman dan Negara
Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, (jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), him. 103.

12 Aristoteles, dalam J.H Rapar, Filsafat Politik Aristoteles Seri Filsafat Politik No. 2,
Cet. Kedua Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 199), him. 54.
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dasar dan landasan kehidupan bernegara, baik yang memrintah maupun yang
diperintah, sehingga kedua bela pihak sama memiliki kedudukan di depan huku.
Adapun pengertian kehakiman oleh subekti'® diartikan sebagai segala sesuatu
yang mengenai hukum dan peradilan justisi berarti kehakiman. Sebagaimana yang
telah diuraikan di atas mengenai kekuasaan dan kehakiman, maka selanjutnya
pemahaman mengenai pengertian kekuasaan kehakiman merujuk pada pasal 24
UUD 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
mahkamah Agung dan lain-lain badan kekuasaan menurut Undang-unang. Jadi,
sebuah negara hukum dilambangkan dengan adanya sistem kekuasaan kehakiman
didalamnya yang merupakan salah satu kekuasaan negara dalam bidang
penengakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila yang bebas/merdeka dari
campur tangan para pihak extra judcial. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman
memiliki kesederajatan dengan lembaga tinggi negara lainnya sebagaimana diatur

dalam konstitusi (UUD 1945).
2. Teori Pengawasan

Lord Acton menyatakan @ bahwa setiap kekuasaan sekecil apapun
cenderung untuk disalahgunakan. Seiring dengan meluasnya tugas kewenangan
dari suatu kekuasaan maka suatu tindakan pengawasan pun harus diakukan hal ini
bertujuan agar tercipatanya sistem pemerintahan yang aman dan bersih dari
pengaruh luar. Indonesia merupakan negara hukum merupakan syarat bahwa

setiap tindakan administrasi haruslah berdasarkan hukum, artinya setiap tindakan

13 Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1972), him. 63.
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administrasi tersebut haruslah dapat dipertanunggjawabkan baik secara moral
maupun secara hukum.™* Oleh karena itu wajarlah bila timbu keinginan untuk
mengadakan suatu sistem pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang
merupakan jaminan agar jangan sampai keadaan negara menjurus ke arah diktatur

tanpa batas yang berarti bertentangan dengan ciri negara hukum.

Definisi pengawasan itu sendiri yaitu secara bahasa kata pengawasan itu
berasal dari kata “awas” berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan
dikenal dalam ilmu mengemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu
unsur kegiatan pengelolaan. Sedangkan dalam bahasa inggrisnya pengawasan
diartikan sebagai controlling. Menurut Sujamto Fungsi Contolling itu mempunyai
dua padanan yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam arti sempit
yaitu segala usaha tau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang
sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan

semestinya atau tidak.

Menurut Newna dalam buku yang ditulis Muchsan dijelaskan bahwa
“control is assuarance that the performance confrom to plan” ini berarti bawa
titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu
tugas dapat sesuai dengan rencana, dengan demikian menurut Newna pengawasan
adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang

berjalan, bahkan setelah akhir proses kegiatan tersebut.™

14 Sjahcan Basah, perlindungan Hukum Terhadap Sikapi Tindak Administrasi Negara,
Orasi lImiah, Bandng: Unpad 1986, hm 2.

> Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan
Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 1992, him. 37.
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Secara teoritik dan praktik pengawasan multak diterapkan. Dalam
kaitannya dengan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam melaksanakan
fungsi pengawasan, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mempunyai peran

penting dalam mewujudkan peradilan yang fair dan akuntabel®

Disimpulkan bahwa arti dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan
pemerintahan adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas
pemerintahan dari apa yang telah digariskan (preventif) dan menindak atau

memperbaiki penyimpangan yang terjadi (represif).

3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-
asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum.
Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakkan dan peradilan
sedangkan menurut Lawrence M Friedman sistem hukum mengandung 3 unsur
yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum itu
sendiri menyangkur para aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi
perangkat perundang-undangan dan’ budaya hukum: yakni suatu aturan yang
hidup dalam lingkungan masyarkat. Yang dari ketiga unsur sistem huku tersebut
berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Pertama, Struktur dari sistem hukum terdiri dari beberapa unsur yakni
julmah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya dan tata cara banding dari

pengadilan lain ke pengadilan lainnya. Jika ditinjau struktur hukum itu mengarah

18 |dul Rihsan, Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan, Genta
Press, him 75.
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pada lembaga-lembaga di sebuah negara seperti lembaga legislatif, eksekultif,
dan yudikatif didalamnya terdapat anggota-anggota yang berperan dalam
lembaga tersebut. Sama halnya lembaga-lembaga Mahkmah Agung sebagai
lembaga penerimaan banding, Mahkmaha Konstitusi sebagai lembaga penguji
Undang-Undang terhadap UUD dan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang
diberikan kewenangan dalam menjaga martabat hakim di Indonesia, hal ini
masuk dalam struktur dari adanya sistem hukum.

Kedua, substansi hukum yakni aturan, norma, dan pola perilaku
masyarakat dalam suatu sistem. Dengan demikian, substansi hukum pada
hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak
tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru ataupun
hukum baru, hukum materiil, hukum formil, dan hukum adat yang berujung
pada keadilan. Akan tetapi fenomena kerancuan hukum dewasa ini banyak
undang-undang dan peraturan-peraturan yang tidak mencerminkan keadilan.
Peraturan-peraturan  tersebut hanya berisikan kepentingan tertentu dan
dikeluarkan. berdasarkan = pertimbangan wewenang - kekuasaan. Di bidang
peradilan kita melihat bahwa sekarang ini, dengan adanya mafia peradilan
putusan hakim seringkali tidak didasarkan pada keadilan. Mafia pengadilan yang
terdiri dar jaksa, hakim dan pengacara cenderung memperdagangkan suatu
perkara hukum yang berdasarkan pemaksaan kepentingan yang berkuasa atau
sang pemilik modal. Contoh kecilnya, terjadi pada lembaga Komisi Yudisial
ketika memutuskan atau merokemendasi suatu sanksi kepada Mahkamah Agung

yang berujung pada ketidakpastian hukum atau rekomendasi tersebut ditolak
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dengan alasan teknis yudisial. Mengenai Komisi Yudisial substansi yang dimuat
dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim, yang disusul dengan hadirnya undang-undang nomor 22 tahun 2004 yang
kemudian diubah dengan undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi
Yudisial. Dengan demikian hadirnya substansi hukum dilembaga Komisi
Yudisial diharapkan dapat melaksanakan tugas sehingga dapat mencegah
wibawa hakim di pengadilan berakuntabilitas®’.

Ketiga, Budaya hukum. Salah satu unsur dari sistem hukum yakni
adanya budaya hukum yang lahir dari sikap manusia terhadap hukum atau sistem
hukum. Budaya hukum lebih terlibat pada sikap masyarakat, kepercayaan
masyarakat, nilai-nilai yang dianut dan ide-ide atau pengharapan masyarakat
terhadap hukum dan sistem hukum. Dengan hal ini hadirnya lembaga-lembaga
dalam struktur kenegaraan di Indonesia seperti Komisi Yudisial dapat membawa
pengaruh kepada masyarakat akan pola pikir serta kepatuhan akan hukum di

Indonesia.
F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan sebuah hasil yang bagus
maka membutuhkan suatu metode penelitian agar kegiatan penelitian dapat

terlaksana lebih terarah, sehingga menghasilkan data yang lebih maksimal, akurat

Y Suparman Marzuki, Kekuasaan Kehakiman: Independensi, Akuntabilitas dan
Pengawasan Hakim, dalam Buku Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Sekretariat
Jendereal Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2012, him. 285.
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dan dapat dipertanggungjawabkkan. Maka dalam kesempatan kali penyusun

menggunakan metode antara lain sebagai berikut:
1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penyusun gunakan yaitu berbasis penelitian
pustaka (library reseacrh) dimana lebih fokus pada studi pustaka dengan cara
menelaah dan menganlisis suatu hal yang beracuan dari buku, ensiklopedia,
jurnal, majalah, artikel dan dari berbagai literatur lainnya yang pasti sesuai dengan
tema kajian akan dibahas oleh penyusun kaji, data yang seperti ini disebut juga

dengan data sekunder yaitu yang berasal dari segala bentuk tulisan.*®
2. Sifat Penelitian

Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang fokus terhadap
menganalisis permasalahan yang ada pada kalangan masyarakat. Penelitian ini
menggambarkan serta menguraikan secara objektif mengenai hal yang dikaji
tentang implementasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
suatu lembaga negara di Indonesia. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian
ini yait suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang masuk dalam bidang yudikatif

yaitu Komisi Yudisial.

3. Pendeketan penelitian
Penulis dalam penelitian ini lebih mendekati pendekatan filosofis-yuridis
normatif yang dimana penulis menggali nilai-nilai yang terkandung dalam

sebuah aturan yang berlaku, serta memperoleh informasi dan mengolah data

'8 Arinto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), him. 9.
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menjadi sebuah bentuk penelitian yang tertulis secara sistematis dan terperinci

berdasarkan analisa terhadap suatu peraturan perundang-undangan.
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun mengumpulkan bahan hukum

yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Yang meliputi bahan hukum
primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau
keputusan pengadilan (untuk penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian
internasional (traktat). Kedua, Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum
yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa
hasil penelitian, buku-buku teks tentang Konstitusi, Komisi Yudisial, dst,
jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, brosur serta internet. Ketiga, bahan hukum
tersier yang merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan
hukum primer, maupun bhahan hukum sekunder. Yakni berupa kamus,
ensiklopedia, dll.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh selama penelitian, penyusun akan
mengguanakan analisis kualitatif, “yaitu -analisis yang- dilakukan dengan
merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis. Selain itu penyusun juga
menggunakan metode berpikir induktif, yakni suatu kesimpulan dimulai dari
pernyataan atau fakta-fakta umum menuju sifat yang khusus sehingga dapat
menguraikan suatu gambaran yang jelas mengenai masalah atau suatu keadaan

yang diteliti.
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G. Sistematika Pembahasan

Guna menjawab probelmatika yang sudah disajikan dalam bab rumusan
masalah maka penyusun dalam penilitiannya yang berjudul Problematika
Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Agung mengggunakan

sistem pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, menggunakan pendahuluan yang berisi latar belakang yang
menimbulkan permasalahan dari objek yang akan diteliti, rumusan masalah
sebagai acuan untuk menemukan solusi dari masalah yang ada pada objek kajian,
tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penlitian dan

sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai kelembagaan Komisi Yudisial di
Indonesia, dan juga melihat perbandingan sejarah hadirnya Komisi Yudisial di

negara lain serta membahas urgensi hadirnya Komisi Yudisial di Indonesia.

Bab ketiga, mengupas mengenai Kewenangan Komisi Yudisial dalam

pengawasan hakim di‘Indonesia melihat dari konteks negara hukum Indonesia.

Bab keempat, memaparkan hasil analisa dari permasalahan yang ada. Yang
terdiri dari dua sub-bab. Pertama, membahas mengenai problematika kewenangan
dalam pengawasan oleh Komisi Yudisial di Indonesia. Kedua, mengenai solusi

atas problematika mengenai pengawasan Komisi Yudisial di Indonesia.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian yaitu bab penutup
dimana didalamnya berisikan kesimpulan dari pokok permasalahan yang diteliti.

Kemudian ditutup dengan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak serta
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terdapat daftar pustaka sebagai sumber rujukan dan refrensi dalam menyusun
skripsi guna untuk memberikan manfaat keilmuan baru dalam bidang hukum

ketatanegaraan.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan perumusan masalah yang penyusun bahas maka dapat
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadirnya undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi
Yudisial belum bisa menjamin jikalau kewenangan pengawasan
Komisi Yudisial terlaksana dengan sebaik mungkin, hal ini terbukti
dengan - tidak adanya kekuatan hukum mengenai rekomendasi
sanksi dari Komisi ‘Yudisial kepada Mahkamah Agung sering
ditolak. Walaupun dalam undang-undang tersebut sudah dijelaskan
mengenai sanksi yang apabila ditolak oleh Mahkamah Agung
dapat berlaku otomatis. Tapi, hal ini dipandang justru melemahkan
Komisi Yudisial karena Mahkamah Agung dengan sikap yang
seperti itu-tidak diberikan sanksi ketika menolak rekomendasi yang
diberikan Komisi Yudisial dan dari hal tersebut tentu menimbulkan
ketidakpastian hukum dalam ranah mengawasi hakim terlebih
hakim agung.

2. Untuk mencegah agar tidak terjadi sebuah ketidakpastian hukum
dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial

bersama Mahkamah Agung. Maka alangkah baiknya kewenangan
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anatara keduanya lebih diperjalas dengan merivisi undang-undang
nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan undang-undang
nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung agar kejelasan
mengenai pelanggaran teknis yudisial dan pelanggaran kode etik

hakim akan lebih jelas.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ternyata masih didapati

kewenangan-kewenangan pada lembaga KY yang adakalahnya

menimbulkan ketidakpastian hukum di negara ini terutama dalam sistem

pengawasan hakim agung. untuk mengatasi masalah yang terjadi maka

penulis berinsiatif untuk melakukan tindakan, sebagai berikut:

1.

Hadirnya Komisi Yudisial semata-mata agar dapat mencegah ranah
pengadilan di Indonesia tetap stabil. Maka dari itu, melihat
masalah yang terjadi pada lembaga Komisi Yudisial dalam
pengawasan hakim/hakim agung, penulis berinisiatif memberikan
saran yakni. dengan memperluas kewenangan pengawasan pada
Komisi ~Yudisial itu sendiri yang- bukan —hanya sekedar
merekomendasikan sanksi- kepada Mahkamah Agung akan tetapi
alangkah baiknya Komisi Yudisial juga dapat menjatuhkan sanksi
sekaligus mengadili kasus pelanggaran kode etik hakim yang tidak
ada campur tangan dari pihak Mahkamah Agung. Karena,
bagaimana jadinya ketika seorang hakim dari kalangannya sendiri

memeriksa sebuah kasus yang berasal dari kalangnya sendiri
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seperti contohnya seorang hakim agung yang melanggar kode etik
lalu dijatunkan sanksi oleh Mahkamah Agung tentu hal ini
kemungkinan besar sulit untuk dijalankan oleh Mahkamah Agung
dan tentunya bisa menimbulkn rasaa kekhawatiran dari
masyarakat, sehingga pada akhirnya bisanya sanksi yang
direkomendasikan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung
sering ditolak dengan alasan kasus tersebut masuk dalam ranah
teknis yudisial atau berujung pada proses hukum yang tidak

berlanjut yang mengaibatkan ketidakpastian hukum.
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